
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  122  TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 
Belanja; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 42861); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor  15  Tahun  2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 
05); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 
10); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN BELANJA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. 
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. 
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala BKD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. 



13. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya 
disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPD/PPKD 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran Belanja meliputi : 

a. Pergeseran anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan; 
dan 

b. Pergeseran anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja 
berkenaan. 

BAB III 
KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN  

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

Bagian Kesatu 
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja 

dalam Jenis Belanja Berkenaan 

Pasal 3 

(1) Pergeseran anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a.   masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada Kelompok Belanja dan 
Kegiatan yang sama; dan 

b.   tidak mengubah nilai Pagu Jenis Belanja berkenaan sebagaimana yang 
telah tertuang dalam DPA/DPPA SKPD. 

(2) Pergeseran anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja 

dalam Obyek Belanja Berkenaan 

Pasal 4 

(1) Pergeseran anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja 
berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 



a.   masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja dan Kelompok 
Belanja serta Kegiatan yang sama; dan 

b.   tidak mengubah nilai Pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang 
telah tertuang dalam DPA/DPPA SKPD. 

(2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD. 

Pasal 5 

(1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 
4 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya 
dianggarakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau 
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran APBD. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

  Ditetapkan di  Pasuruan 
  pada tanggal 18 November 2019 

  BUPATI PASURUAN, 
   

          Ttd. 
 

  M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan   
pada tanggal 18 November 2019   

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

  

 
         Ttd. 
 

  

AGUS SUTIADJI   
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 122 
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